
 

 
 

WALI NAGARI SITUJUH BATUA 

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

 

RANCANGAN 
PERATURAN NAGARI SITUJUH BATUA 

NOMOR      TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK NAGARI 

“ SITUJUH BATUA MANDIRI ” 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALI NAGARI SITUJUH BATUA, 

 
Menimbang  

 

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) 
Peraturan Menteri Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, 
Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan 
Usaha Milik Nagari perlu ditetapkan Peraturan Nagari;  

b. bahwa dalam mendorong laju pertumbuhan perekonomian 
dan peningkatan Pendapatan Asli Nagari sebagai upaya 
menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau 
pelayanan umum dengan pengelolaan kegiatan secara 
profesional;  

c. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, daya saing, 

dan pengembangan Badan Usaha Milik Nagari maka 
dipandang perlu untuk ditegaskan mekanisme serta tata 
kerja Organisasi Badan Usaha Milik Nagari sesuai dengan 
prinsip yang sejalan dan berlaku dalam Dunia Usaha;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, b dan c maka perlu untuk menetapkan 
Peraturan Nagari tentang Pendirian Badan Usaha Milik 
Nagari “Situjuh Batua Mandiri”. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan 
Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 

2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun  2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lemaran Negara Republik Indonesia Nomor 



5234); 
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5494); 

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang 
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3747); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4756); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Peraturan Dana Desa yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 

11. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan 



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, 
Pengurus dan Pengelola dan Pembubaran Badan Usaha Milik 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
296); 

14.  

 


